SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS
BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA,
CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan
dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Peraturan
Gubernur Bengkuli Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara' dan
Non Aparatur Sipil Negéra di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Bengkulu perlu diatur kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 36 tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas bagi
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara,
Calon Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor
6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2016 Nomor 4);
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6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016
tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur
Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan
Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu Berita Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL
NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perjalanan
Dinas Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur
Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara Dan Non
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016
Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36
Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon

Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8
(4) Surat Perintah Tugas (SPT), ditandatangani:

a. bagi Gubernur dan Wakil Gubernur oleh
Gubernur;

b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan
sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPRD;

c. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya oleh
Gubernur, apabila Gubernur berhalangan oleh
Wakil Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
sebagai Plt/Plh/Pj Gubernur;

d. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, oleh
Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah
berhalangan, oleh Asisten yang membidangi
apabila asisten yang membidangi berhalangan
oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt/Plh
Asisten yang membidangi;dan

e. bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas,
Pelaksana dan Non ASN oleh Kepala PD/Kepala
Biro masing-masing atau apabila Kepala
PD/Kepala Biro berhalangan oleh pejabat yang
ditunjuk sebagai PIlt/Plh Kepala PD/Kepala

Biro;

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehinga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 10
Perjalanan dinas ASN dalam rangka kunjungan
kerja/studi banding dilaksanakan sesuai kebutuhan
dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan

efisiensi.
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3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Setiap selesai melaksanakan perjalanan dinas
harus menyampaikan laporan perjalanan dinas
kepada  Pejabat yang memberi perintah

melaksanakan perjalanan dinas:

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di

undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.
Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 1 Agustus 2017
PIt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 1 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd.

H. GOTRI SUYANTO
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 26

sgsuai dengan aslinya
LA\BIRO HUKUM,
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